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ABSTRAK 
JUDUL SKRJPSJ : Aspek Kriminologi Dalam Penyalabgunaan Senjata Api 

Oleb Warga Sipil Di Willlyah Kabupaten Ogan Komeriag 
llir Sumatera Selata.n 

NAMA : Randi Saputra 
MM : 02011181419159 

Skripsi ini berjudu/ aspek kriminologi dalam penyalahgunaan senjata api 
ol~h warga sipil di wilayah kabupaten Ogan Komering /lir Sumatera Selatan. 
Penulisan slcripsi ini dilatar belakangi oleh masalah kejahatan yang sering terjadi 
dengan menggunakan senjata api yang banyak beredw dtmasyara}:at, baik senjata . 
apt legal maupun llJega/, Meskip:m regulasi mengenai sen/ata apl telah dlatur dalam 
undang-undang danirat nomor 12 tahun 1951 don peraturan kapolri, tapi kantrol 
terhadap senjata api yang masih lemah sehingga banyak disolahgunakan oleh warga 
sipil. beberapa permasalahan yang okon dibohos dalom penulisan int yaitu apa 
faktor penyebab penyalohgunaan senjata api dan upaya apa yang dapot dilakukan 
1111tuk-menanggulangi penyalahgunoan senjata api yang dilokukan oleh !41Drga sipil 
diwilayah kabupaten Ogan Komering Jlir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan 
adalah penelitian yuridis empiris dimana bahan-bahan pimelitian diamb.il melo/JJi 
studi lapangan atau wawani:aro didukung dengan penmdang-undangan, buku-buku, 
dan dofannen-dokumen resmi.. Basil dari penelitian in/ menunjukan bohwa beberopa 
faktor penyebab penyalahgunaan senjala api yaitu faktor ekonoml, faktor mudahnya 
mendapatkan senjata ap~ fakJor keinginan dan lingkungan serla kon{rOI yang /emah. 
Upaya penanggulangan dilakukan aparat kepolisian dengan upaya preventif berupa 
penyuluhan, melakukan razio, dan belcerjasama dengan masyarakat Sedangkan 
upaya represif dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku untuk di}atllhi 
hukuman dan dilakukan pembln'1an untuk tidak mengulangi kejahatan. 
Ktna kuncl: Krlminolog4 Sell)atQ ApL 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata Api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat

dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru,

didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol,

dan lain-lain. Menurut Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul

The Law on Fireamrs and Explosives mendefinisikan senjata api sebagai

senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno

serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang

dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang

mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.1

Senjata api juga diartikan sebagai senjata yang melepaskan satu

atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas

yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata api dahulu

umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan

senjata api modern sekarang menggunakan bubuk nirasap, cordite atau

propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras

1 A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Senjata Api dan Penanganan
Tindak Kriminal, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 16
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melingkar untuk memberikan efek putaran roda pada proyektil untuk

menambah kestabilan lintasan.2

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12

Tahun 1951, senjata api termasuk juga bagian-bagian dari senjata api,

meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk

bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa

mengindahkan kalibernya, slachtpistolen (pistol penyembeli/pemotong),

sein pistolen (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen

(pistol tanda bahaya), start revolvers (pistol perlombaan), schijndood

pistolen (pistol suar), schijndood revolvers (revolver suar) dan benda-

benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk

mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Penggolongan

Senjata Api (Versi TNI/POLRI) yaitu : Pistol/Revolver dari berbagai

macam tipe dan kaliber, pistol mitraliur dari berbagai macam tipe dan

kaliber, senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber, senapan mesin

dari jenis senapan mesin ringan dan berat, roket launcher untuk semua

jenis, mortir untuk semua jenis, meriam untuk semua jenis, peluru

kendali, untuk semua jenis.

2 https://www.academia.edu/Senjata_api  Diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 13.53
WIB
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Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan

atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan

senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:3

a. Pejabat Pemerintah :

a. Menteri/DPR/MPR RI

b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet

c. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi

d. Walikota/Bupati

e. Instansi Pemerintah Golongan IV-B

b. Pejabat Swasta

a. Komisaris

b. Presiden Komisaris

c. Presiden Direktur

d. Direktur/Direktur Utama

e. Direktur Keuangan

c. Pejabat TNI/Polri

a. Perwira Tinggi

b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya bepangkat

Mayor/Kompol

d. Purnawirawan TNI/Polri

3 Skep Kapolri No.Pol :  Skep/82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan
Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
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a. Perwira Tinggi

b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya bepangkat

Mayor/Kompol

e. Profesi

a. Pengacara senior sengan Skep Menteri Kehakiman/Peradilan

b. Dokter Praktek dengan Skep Menkes atau Kemenkes.

Serta warga sipil atau perorangan yang telah lulus test kepemilikan

senjata api. Persyaratan Kepemilikan Senjata Api Menurut ketentuan

harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :4

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis

dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani,

tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan

menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal

2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak

emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus

dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang

ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri

3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan

lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya

penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain

4 Ibid.,Skep Kapolri
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4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam

suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB

5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan

Subdit Pamwassendak

6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan

7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki

Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, adapun senjata-senjata yang

boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat

juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata

genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri

2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata

genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan

izinnya

3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan

kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)

4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api

antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu

Shortgun kaliber 12mm
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5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh

memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22,

atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata

api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter

007.5

Kepemilikan senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap

orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi

persyaratan dan mendapat ijin dari lembaga berwenang. Beberapa profesi

tertentu sangat erat dengan penggunaan senjata api dalam melakukan

tugasnya. Secara umum motivasi seseorang ingin memiliki senjata api

kebanyakan demi mempertahankan diri (self-defence).6

Kepemilikan senjata api pada umumnya digunakan sebagai alasan

untuk melindungi diri (self-defence) bagi pemiliknya. Berdasarkan data

probabilitas dari kejahatan yang memunculkan defensive actions.

Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menggunakan senjata api

sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka dan

kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri

lainnya. Namun fungsi dan kegunaan senjata api tersebut disalahgunakan

sehingga tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api (senpi) sudah

5 http://m.forum.detik.com/daftar-masyarakat-sipil-yang-diperbolehkan-memiliki-senjata-
api-t661592.html. diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 13.55 WIB

6 A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Op.cit, hlm 25
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sangat  mengkhawatirkan. Kondisi ini membuat rasa aman masyarakat

kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak

lagi menggunakan cara-cara konvensional. Senpi digunakan sebagai alat

pelaku kejahatan menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap

aparat penegak hukum. Kasus penyalahgunaan senpi oleh warga sipil

untuk berbagai kepentingan illegal juga meningkat.7

Senpi tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan berupa

pencurian dan perampokan, sehingga hal ini menimbulkan masalah dan

menjadi ancaman bagi masyarakat. Tindak kriminal dari penyalahgunaan

senpi ini menjadi pekerjaan bagi aparat penegak hukum khususnya

kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari

penyalahgunaan senpi tersebut. Serta menjadi tugas dari pemerintah

untuk lebih mempertegas dan menegakan peraturan yang telah ada yaitu

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, SK Kapolri Nomor

82/II/2004 dan peraturan lain yang berkaitan dengan kepemilikan senjata

api bagi warga sipil. Adapun sanksi hukum terhadap penyalahgunaan

senjata api Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 1

ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut, barang siapa tanpa hak

memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

7 Ibid.,hlm 38 dan 46
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mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan

dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau

hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Dalam hal ini perlunya penegakan hukum sebagai suatu proses

yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri

sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang

melibatkan pelbagai sub system structural berupa aparat kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.8

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana

penyebab dari penyalahgunaan senjata api serta upaya apa yang dapat

dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan senjata api. Hal

tersebutlah yang menjadi motif latar belakang permasalahan dalam

penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

judul : “Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh

Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera

Selatan”

8 Dellyana, shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta,1988, hlm 39
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B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab Penyalahgunaan Senjata Api di wilayah

kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk Penanggulangan

Penyalahgunaan Senjata Api di wilayah kabupaten Ogan Komering

Ilir Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan

penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dari penyalahgunaan senjata api di

wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan  dalam

penanggulangan penyalahgunaan senjata api di wilayah kabupaten

Ogan Komering Ilir Kayuagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

sumbangan pemikiran bagi pengembang pengetahuan dibidang

ilmu hukum, secara khusus terkait mengenai aspek kriminologi

terhadap penyalahgunaan senjata api.
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b. Meningkatkan penalaran, pola pikir yang dinamis, dan

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama

perkuliahan dan menjadikan hasil penelitian sebagai bahan

referensi bagi mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya jenjang Strata Satu (S1).

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat sipil dan aparat

penegak hukum mengenai penyalahgunaan senjata api dengan

mengkaji dari aspek kriminologi.

b. Memberikan tambahan referensi dibidang ilmu hukum

khususnya hukum pidana bagi semua kalangan masyarakat,

praktisi, dan aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Setiap penulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan cara

memberikan ruang lingkup penulisan. Hal ini dimaksudkan agar dalam

pembahasannya tidak menyimpang dari kajian penulisan maupun tidak

keluar dari judul.

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terutama dititikberatkan

kepada aspek kriminologi dalam penyalahgunaan senjata api yang

dilakukan oleh warga sipil di wilayah kabupaten OKI kayuagung, serta

sanksi, peraturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Biologis

dan Psikologis

Teori ini dikemukan oleh Cesare Lambroso (1835-1909)

yaitu menjelaskan mengenahi kejahatan yang ditentukan oleh

berbagai faktor yang berbeda. Para tokoh Psikologis

mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam

kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai

dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan

moral yang lemah, bagaimana kejahatan berhubungan dengan

kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan

kejahatan. Sedangkan faktor yang dijelaske dari tokoh Biologis

berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan atau

kekerasan atau agresifilitas pada situasi tertentu kemungkinan

dapat diwariskan. Dan sarjana lainnya tertarik pada pengaruh

hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan

sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.9

9 Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Penerbit Unsri, Palembang, 2015, hlm
103
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2. The Cultural Theory (Dalam Regulasi Kepemilikan Senjata

Api)

Teori Kultural dikembangkan oleh Mary Douglas

menjelaskan bagaimana suatu persepsi berkembang dalam suatu

kelompok masyarakat tertentu terhadap cara mereka menghadapi

sebuah resiko  yang muncul dilingkungan mereka. Persepsi yang

ada akan merucut pada sebuah keputusan untuk menghadapi hal

yang mengancam kehidupan mereka. Melalui teori kultural dapat

dipahami bahwa regulasi dalam kepemilikan senpi oleh penduduk

sipil menjadi bentuk keputusan yan diambil dari risiko atas

penyalahgunaan senjata api oleh penduduk sipil.10

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari

upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan

perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara

yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan

tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini

diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

10 A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, Op.Cit., hlm 38
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1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan

untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya

kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya

untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah

kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi

baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya,

tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang

memuaskan atau mencapai tujuan.11

2. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan

memberikan penghukuman (punishment) upaya ini dilakukan

setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif

dimkasudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar

mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan

masyarakat.12

11 A. Qirom Samsudin dan M. Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi
Psikologi dan Hukum,Pustaka Liberti, Jakarta, 1985, hlm 46

12 Ibid.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris.

Yuridis yaitu menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang

berkaitan dengan permasalahan, sedangkan empiris yaitu keberlakuan

hukum  dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.13 Dalam

penulisan skripsi ini didukung dengan menggunakan atau meneliti

bahan pustaka atau bahan sekunder.14 Serta mengumpulkan data

lapangan diwilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir/Polres

Ogan Komering Ilir (Kayuagung).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

kualitatif yang bersumber pada :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

peneliti.15

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10
14 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali press, Jakarta, 2003, hlm 13
15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 106



15

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari

kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan

dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data didapat dari data lapangan, baik wawancara kepada

narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian maupun

data yang diperoleh berupa tulisan/dokumen. Serta bahan hukum

berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata

Api

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Cara

Pendaftaran dan Pemberi Izin Pemakaian Senjata Api

3. SK KAPOLRI No. Skep/244/II/1999 dan SK KAPOLRI Nomor

82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan

Pengendalian Senjata Non-Organik.

Dan Buku-buku, Internet, surat kabar, dan sebagainya yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini.
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3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Lapangan

Data yang merupakan diperoleh langsung dari lapangan berupa

pengamatan atau wawancara dari narasumber yang bersangkutan

dengan permasalahan. Data diperoleh baik dari kepolisian maupun

dari masyarakat yang bersangkutan.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.16 Data kepustakaan

digunakan sebagai landasan teoritis penulis untuk dapat

memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan topik

yang dibahas dalam skripsi ini. Baik bahan hukum buku-buku

pidana, kriminologi, dan teori-teori para ahli.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Ogan

Komering Ilir Kayuagung, yaitu di POLRES OKI Kayuagung.

Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan karena lembaga tersebut

memiliki data yang penulis butuhkan guna untuk menulis dan

menyusun skripsi dari penelitian.

16 Ibid.
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5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik-penyidik di POLRES

OKI Kayuagung dan pelaku-pelaku tindak pidana dari

penyalahgunaan senjata api, kemudian mengambil beberapa sampel

dari beberapa populasi penelitian yang mempunyai sangkut paut yang

dianggap dapat mewakili untuk dilakukan wawancara. Wawancara

dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dan menggunakan

daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk

memperoleh penjelasan dari responden tersebut. Penunjukan

responden penelitian dilakukan secara Purposive Sampling yaitu

sampel ditetapkan secara sengaja oleh penulis dengan kriteria dan

pertimbangan secara tertentu.17 Responden meliputi, 2 orang Penyidik

di POLRES OKI Kayuagung dan 2 orang pelaku dari tindak pidana

penyalahgunaan senjata api.

6. Teknik Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data menggunakan analisis lapangan atau data primer

baik pengamatan atau wawancara di wilayah hukum Kabupaten Ogan

Komering Ilir, serta analisis data sekunder menggunakan literatur

seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,

internet dan lain sebagainya. Selanjutnya data dikumpulkan dalam

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2001, hlm 52
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bentuk bahasa yang benar, teratur, runtun, dan logis dianalisis secara

efektif. kemudian kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dan

iduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang

bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang

bersifat khusus.18 Dengan demikian permasalahan dalam penelitian

dapat dipecahkan.

18 Amiruddin dan Zainul Asikin, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, hlm 25
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